
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1 

3. Undang-undang •.  

BUPATI KONAWE UTARA 

BUPATI KONAWE UTARA 

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan seluruh urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Deerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahur 
2007 tentani Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi 
Perangkat Derah Kabupaten Konawe Uiara perlu disesuaikan dan 
disempurnakan; 

.  b .  bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah sebagal Perangkat Daerah disesuaikan dengan cakupan 
tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimlllkl, karakteristik, dan 
kebutuhan daerah, serta pengembangan pola kerjasama dan 
koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansl/lembaga terkait; 

c. bahwe sehubungan dengen pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara; 

1 .  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3041), sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran 
Negara R.I . .  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
R.I. Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389); 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 

NOMOR: -4 TAHUN 2008 

T E N T A N G  

PEMBENTUKAN, LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPAYEN KONAWE UTARA 
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3. Undang-undang ... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE UTARA 

BUPATI KONAWE UTARA 

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan seluruh urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Derah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentan Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi 
Perangkat Derah Kabupaten Konawe Utara perlu disesuaikan dan 
disempurnakan; 

. b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah sebagal Perangkat Daerah disesualkan dengan 'cakupan 
tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimlllkl, karakteristik, dan 
kebutuhan daerah, serta pengembangan pola kerjasama dan 
koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansl/lembaga terkait; 

c. bahwa sehubungan dengen pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten {Kpnawe Utara tentang pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3041), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran 
Negara R.I. . Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
R.I. Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389); 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 
NOMOR: -4 TAHUN 2008 
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BAB. I ... 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KONAWE UTARA 
DAN 

BUPATI KONAWE UTARA 

' MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG 
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA. 

3. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagalmana telah diubah 
dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadl Undang-undang(Lembaran 
Negara R.I .  Tahu 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
R.I.  Nomor 4548', 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara R.I. Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran 
Negara R.I. tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I. 
Nomor 4689); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara R.I. tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara R.I. Nomor 3952); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara R.I .  Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Ant~ra Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara R.I .  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. 
Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lernbaran Negara R.I. Nomor 4741); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawen Utara Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan . yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Ka bu paten· Konawe Utara; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KONAWE UTARA 

DAN 
BUPATI KONAWE UTARA 

3. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagalmana telah diubah 
dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadl Undang-undang(Lembaran 
Negara R.I. Tahu 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
R.I. Nomor 4548), 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara R.I. Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran 
Negara R.I. tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I. 
Nomor 689); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara R.I. tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara R.I. Nomor 3952); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran · Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara R.I. Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan· Daerah 
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. 
Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lernbaran Negara R.I. Nomor 4741); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawen Utara Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; 
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(5) Badan Pemberdayaan ... 

BAB. II 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN PENANAMAN 
MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

Pasal 2 

BAB. I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud .dengan: 
a. Pemerintah Propinsi adalah.Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara; 
b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Utara; 
c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 
d. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 
e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang terdirl 

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Kecamatan dan Kelurahan; 

f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara; 
g. Badan, Kantor,Satuan Polisi Pamong Praja, dan Rumah Sakit Umum Daerah adalah 

Lembaga Teknis Daerah yang me.mpunyal fungsi koordinasi dan perumusan 
kebijakan dan fungsi Pelayanan Masyarakat; 

h. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang 
merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyal fungsi pengawasan; 

i .  Eadan Perencana Pembangunzn Daerah adalah Badan Perencana Pembangunan 
Daerah Kabupaten Konawe Jtara dan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang 
mempunyai fungsi perencanaan; 

j. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten 
Konawe Utara dan merupakan perangkat daerah dan mempunyai fungsi memelihara 
dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan 
peraturan daerah; 

k. Rumah Saki Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe 
Utara yang mempunyai fungsi pelayanan kesehatan; 

I. Eselonering aalah Tingkatan Jabatan Struktural; 
m. Unit Pelaksanaan Teknis Badan adalah unsur pendukung operasional badan 

di lapangan: 
n. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil 

kebijaksanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; 

Dengan peraturan daerah ini dibentuk: 
a .  Inspektorat Kabupaten 
b. Bappeda an Penanaman Modal Daerah 
c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri darl: 

( 1 )  Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 
(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politk dan Linmas 
(3) Badan Femberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
() 8adan. Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup 
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(5) Badan Pemberdayaan ... 

BAB. II 
PEMBENTUKAN, ORGANISASI INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN PENANAMAN 

] MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

Pasal2 
I 

BAB. I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Pemerintah Propinsi adalah.Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara; 
b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Utara; 
c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 
d. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 
e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utora yang terdirl 

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Kecamatan dan Kelurahan; 

f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara; 
g. Badan, Kantor,Satuan Polisi Pamong Praja, dan Rumah Sakit Umum Daerah adalah 

Lembaga Teknis Daerah yang mempunyal fungsi koordinasi dan perumusan 
kebijakan dan fungsi Pelayanan Masyarakat; 

h. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang 
merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyal fungsi pengawasan; 

i. Badan Perencana Pembangunzn Daerah adalah Badan Perencana Pembangunan 
Daerah Kabupaten Konawe Jtara dan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang 
mempunyai fungsi perencanaan; . 

j. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten 
Konawe Utara dan merupakan perangkat daerah dan mempunyai fungsi memelihara 
dan 'menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan 
peraturan daerah; 

k. Rumah Sakill Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe 
Utara yang mempunyai fungsi pelayanan kesehatan; 

I. Eselonering aalah Tingkatan Jabatan Struktural; 
m. Unit Pelaksanaan Teknis Badan adalah unsur pendukung operasional badan 

dilapangan: 
n. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil 

kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; 

Dengan peraturan daerah ini dibentuk: 
a. Inspektorat Kabupaten 
b. Bappeda an Penanaman Modal Daerah 
c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari: 

(1) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 
(2) Badan Kesatuan Bangsa, Polit'k dan Linmas 
(3) Badan Femberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
() Badan. Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup 
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Pasal3 

BAB. III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 5 .. .  

Pasal4 
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(5) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
(6) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
(7) Satuan Polisi Pamong Praj_a . . . 
(8) Kantor Perpustakaan, Arsip.dan Dokumentasi 
(9) Rumah Sakit Umum Daerah 

(1) Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah merupakan unsur 
• perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanaman modal daerah; 
(2).Badn/Pereneana.Pembangunan. Daerah.dan. Penanaman. Modal. dlplmpin.oleh. Kepala. 

Badan;yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalul Sekretaris 
Daerah • · 

· } 

(3) Badan Perencana Pembangunan Dae'rah dan Penanaman Modal mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan 
pembangunan. daerah.dan. penanaman modal.daerah; 

I  .  

(4) Dalam; melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini, Badan 
Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal menyelenggarakan tugas : 

I 

a. Pengawasan kebijakan teknis perencanaan dan penanaman modal daerah ; 
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal 

d a e rah ; ·  
c. Pembinaan dan pekasanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan 

penanaman modal ; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

I . . . . . 
(1) Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

za langsung kepada kepada Bupati dan secara teknis administatif mendapat pembinaan 
jid] dari Sekretaris Daerah; ' ·  :  .  
[i d ( 3 )  Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan 
ii] di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 
nA 

#] desa dan pelaksanaan urusan pembangunan desa; 
] (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Inspektorat 
•1; 

#] menyelenggarakan tugas : 
st 

4 a. Perencanaan program pengawasan 
j] b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 
j c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilal�n tugas pengawasan 
kill 
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Pasal4 

Pasal3 

BAB. III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

(5) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
(6) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
(7) Satuan Polisi Pamong Praja 
(8) Kantor Perpustakaan, Arsip.dan Dokumentasi 
(9) Rumah Sakit Umum Daerah 

Daerah · · 
:s . 

(3) Badan Perencana Pembangunan Dae'rah dan Penanaman Modal mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan 
pembangunan. daerah.dan. penanaman modal daerah; 

I • 

(4) Dalam] melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini, Badan 
Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal menyelenggarakan tugas : 

I 

a. Pengawasan kebijakan teknis perencanaan dan penanaman modal daerah; 
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal 

daerah;· " 
c. Pembinaan dan pekasanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan 

penanaman modal ; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

I . . . . . 
(1) Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

+a langsung kepada kepada Bupati dan secara teknis administatif mendapat pembinaan 
j] dari Sekretaris Daerah; °· . 
[id(3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawsan terhadap urusan pemerintahan 
ii] di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 
:zA 

#] desa dan pelaksanaan urusan pembangunan desa; 
[] (4) Dalam melaksanakan tugas sebagairana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Inspektorat 

4 

. l] menyelenggarakan tugas: 
j) a. Perencanaan program pengawasan 

• 3 b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 
:fl; c. Pen;,eriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas pengawasan 
ti#l 
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g1 (1) Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah merupakan unsur 
d@ perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanaman modal daerah; 
jl (2).Bdan/Perencana.Pembangunan.Daerah.dan. Penanaman. Modal. dlplmpin.oleh. Kepala. df Badan,yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalul Sekretaris 
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Pasal 5 ... 
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Pasal 5 

( 1 ) L e mb a g a  Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati; 
(2)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini, dapat 

berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah; 
(3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, dipimpin oteh Kepala Badan, yang 

berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit 
Umum Daerah dipimpin oleh Direktur; 

(4)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal . ini, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarls 
Daerah; . 

(5) Lembaga Teknis Daerah mympunyal tugas melaksanakan pengawasan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah /'yang bersifat spesifik; 

(6) Dalam me!aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini, Lembaga 
Teknis Daerah menyelenggarakan tugas: 
a .  Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesual dengan 

l ingkup tugasnya 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan 

fungsinya. 
I  
!  

I  

Bagian Pertama 
INSPEKTORAT KABUPATEN 

Pasal 6 

9 

BAB. IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

#1 • 

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari: 
3j a. Inspektorat Kabupaten 
t b. Sekretaris Inspektorat Kabupaten membawahi Sub Bagian 
$a c. Inspektorat Pembantu membawahi Pemeriksa 

d. Kelomipok Jabatan Fungsional 
I  

· ,  

Bagian Kedua 
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL DAERAH 

Pasal 7 

Susunan Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, 
terdiri dari: 

a .  Kepala Badan 
b. Sekretaris Badan membawahi Sub Bagian 
c. Bidang membawahi Sub Bidang 
d .  Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagian.Ketiga . . .  

5 

Bagian. Ketiga ... 

9 

4 

Pasal 5 

Pasal 6 

BAB. IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Pertama 
INSPEKTORAT KABUPATEN 

Bagian Kedua 
EAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL DAERAH 

-,. 

Pasal 7 

Susunan Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, 
terdiri dari: 

a. Kepala Badan 
b. Sekretaris Badan membawahi Sub Bagian 
c. Bidang membawahi Sub Bidang 
d. Kelompok Jabatan Fungsional 

(1) Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati; 
(2)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini, dapat 

berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah; 
(3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, dipimpin oteh Kepala Badan, yang 

berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit 
Umum Daerah dipimpin oleh Direktur; 

(4)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal . ini, 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarls 
Daerah; . • 

(5) Lembaga Teknis Daerah mympunyal tugas melaksanakan pengawasan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah 'yang bersifat spesifik; 

(6) Dalam me!aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini, Lembaga 
Teknis Daerah menyelenggarakan tugas: 
a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan 

fungsinya. 
I 
! 

# 
jd Susunan Organisasi inspektorat Kabupaten terdiri dari: l a. Inspektorat Kabupaten 

b. Sekretaris Inspektorat Kabupaten membawahi Sub Bagian 
c. Inspektorat Pembantu membawahi Pemerlksa 
d. Kelomipok Jabatan Fungsional · 
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Bagian Ketiga 
LEMBAGATEKNIS DAERAH 

Pasal 8 

( 1 )Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri dari: 
a. Kepala Badan 
b. Sekretaris Badan membawahi Sub Bagian 
c. Bidang membawahi Sub Bidang 
d. Kelompok Jabatan Fungsional 

2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, terdiri dari:  
a .  Kepala Kantor 
b. Sub Bidang Tata Usaha 
c. S e k s i  
d . .  Kelompok Jabatan Fungslonal 

(3)  Susunan Organisasi Lembaga Teknls Daerah yang berbentuk Satuan Pollsi Pamong 
Praja, terdiri dar i :  
a .  Kepala Satuan 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. S e k  s  i  

d. Kelompok Jabatan Fungsional 
(4) Susunan Organisas i Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum 

Daerah, terdiri dar i :  
a . /  Cirektur 
b . '  Sub Bagian Tata Usaha 
c. ' S e k s i  
d. Kelompok Jabatan Fungsional . 

(5)Sekretaris, Inspektur Pembantu; Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian dan Seksi 
sebagalmana dimaksud Ayat (8) Pasal Inl, masing-maslng dipimpin oleh Sekretarls, 
Kepala Inspektur Pembantu, Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan, dan Kepala Seksl 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur 
Daerah, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisl Pamong Pre;a dan Direktur Rumah Sakit 
Umum Daerah; . . 

(6) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal Daerah, dan 
Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampal 
dengan .Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan 
Daerah ini .  

I  
I  

y Bagian Keempat 
JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 9 

( 1 )  Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dltetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesual 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas 
lembaga teknis daerah sesuai keahlian dan kebutuhan, 

9 

I  

i  
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Pasal 10 ... 
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Bagian Ketiga 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

PasalS 

(1)Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri dari: 
a. Kepala Badan 
b. Sekretaris Badan membawahi Sub Bagian 
c. Bidang membawahi Sub Bidang 
d. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, terdiri dari: 
a. Kepala Kantor 
b. Sub Bidang Tata Usaha 
c. Seksi 
d. Kelompok Jabatan Fungslonal 

(3) Susunan Organisasi Lembaga Teknls Daerah yang berbentuk Satuan Pollsi Pamong 
Praja, terdiri dari: 
a. Kepala Satuan 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Sek s i 
d. Kelompok Jabatan Fungsional 

(+)Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum 
Daerah, terdiri dari: 
a./ Direktur 
b.: Sub Bagian Tata Usaha 
c.[Seksi 
d. Kelompok Jabatan Fungsional . 

(5)Sekretaris, Inspektur Pembantu; Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian dan Seksi 
sebagalmana dimaksud Ayat (8) Pasal Inl, maslng-maslng dipimpin oleh Sekretarls, 
Kepala Inspektur Pembantu, Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan, dan Kepala Seksl 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur 
Daerah, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisl Pamong Pre;a dan Direktur Rumah Sakit 
Umum Daerah; . 

(6) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal Daerah, dan 
Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai 
dengan .Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan 
Daerah ini. 

I 
I 

Bagian Keempat 
JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 9 

(1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dltetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesual 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas 
lembaga teknis daerah sesuai keahlian dan kebutuhan, 
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Pasal 10 ... 



7 

Pasal 14 .. .  

BAB, VII 

. K E T E N T U A N  P E N U T U P  

Pasal 13 

BAB, VI 

K E T E N T U A N  PERALIHAN 

·Pasal 12 
i 

j_ 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Konawe Utara dinyatakan tidak berlaku. 

I  

( 1 )Kepala Sadan pada Perangkat Daerah Kbupaten Konawe Utara yang berbentuk 
Sadan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III-A sebelum Peraturan 
Daerah i n i  d:undangkan tetap diberikan Hak Kepegawalan dan Hak Administrasi 
'ainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III-A; 

(2)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal 
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. 

I  
!  

BAB. V 

E S E L O N  L E M B A G A  T E K N I S  D A E RA H  

Pasal 11 

(1 )Kepala Badan dan Inspektorat Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II-B; 
(2) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Badan dan Inspektorat 

Daerah, serta Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah, Direktur Rumah Saklt 
Umum Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II-A; 

(3)Kepala Biang pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III-B; 
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidarg, Pemeriksa Bidang pada Inspektorat Daerah, 

Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural 
Eselon IV-A; 

(5)K~pale Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural ' 
I  

Eselon IV-B. 

Pasal 10 
9 

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsioanl yang diatur dan 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagalmana tersebut pada Ayat (1)  Pasal inl dipimpin 
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; 

(3)Jumlah tenaga fungsional sebagairana tersebut pada Ayat (1 )  Pasal ini ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 

(Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Ayat (1 )  Pasal inl 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas sesual dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 14 ... 

BAB, VII 
. KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

BAB, VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

• ·Pasal 12 i 

L 

8% 

(1)Kepala Sadan pada Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang berbentuk 
Badan yang telah mendudukl Jabatan Struktural Eselon III-A sebelum Peraturan 
Daerah ini d:undangkan tetap diberikan Hak Kepegawalan dan Hak Administrasi 
'ainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III-A; 

(2)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal 
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. 

I · 
! 

BAB. V 
ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

Pasal 11 

(1) Kepala Badan dan Inspektorat Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II-B; 
(2)Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Sadan dan Inspektorat 

Daerah, serta Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah, Direktur Rumah Saklt 
Umum Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III-A; 

(3)Kepala Biang pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III-B; 
(4)Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pemeriksa Bidang pada Inspektorat Daerah, 

Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknls Badan adalah Jabatan Struktural 
Eselon IV-A; 

(5)Kepala Sub Bagian pada DJnit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural ' 
I 

Eselon IV-B. 

Pasal 10 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera Perangkat Daerah 
Kabupaten Konawe Utara dinyatakan tidak berlaku. 

I 

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsioanl yang diatur dan 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagalmana tersebut pada Ayat (1) Pasal inl dipimpin 
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; 

(3)Jumlah tenaga fungsional sebagairnana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 

(Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal inl 
iatur berdasaran peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas sesual dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Peratuiran Daerah i n i  mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
i  { A g a r  setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan p e n g u n d a n 9 a n  

Peraturan Daerah i n i  d e n g a n  penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe U t a r a .  
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangan. 
i 
{Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundan9an 

Peraturen Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Utara. 
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KABUPATEN KONAWE UTARA 
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" uMriv? F~~K~Bus~iEN ~AWE UTARA 

NOMOR : 4 TAHUN 2008 

TANGGAL : 1 1  JUNI 2008 

I j INSPEKTORAT 
I 

.. -----------. --· 

SEKRETARIAT 

-· 

« 

KE'. JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PEMBANTU 
BIDANG PEMERINTAH~N 

" 

SUB AGIAN UMUM& 

PERLENGKAPAN 

INSPEKTUR PEMBANTU 
BIDANG PEREKONOMIAN 

. ·  DAERAH 

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN & 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN. 

EVALUASI & PELAPORAN 

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG 
KESEJAHTERAAN SOSIAL I 

PEMERIKSA BIOANG 
PEMERINTAHAN DAERAHI 

KABUPATEN 

FEMERIKSA BIDANG 
PERHUBUNGAN, 

PARIWISATA, PERTANIAN 
&BAPPEDA 

PEMERIKSA BIDANG 
PENDIDIKAN, KESEHATAN & 

IPTEK 

PEMERIKSA BIDANG SOS!AL 
NAKERTRANS, INFOKOM & 

PERUMAHAN MASYARAKAT 

1 4 

@its- 

PEMERIKSA BIDANG 
PERINDAGKOP, 

· PERTAMBANGAN & BUMN 
B 

PEMERIKSA BIOANG 
PEMERIN TAHAN UMUM & 

DESA I K~LURAHAN 

. 

I 

SUB BAG\AN KEPEGAWAIAN. 
EVALUASI & PELAPORAN 

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN & 

KEUANGAN 

INSPEKTUR PEMBANTU 
BIDANG PEREKONOMIAN 

DAERAH 

I 

SUB EAGIAN UMUM & 
PERLENGKAPAN 

· l . INSPEKTORAT 

INSPEKTUR PEMBANTU 
BIDANG PEMERINTAHAN ... 

----------- 

e . 

. 
KE'. JABATAN FUNGSIONAL 

PEMERIKSA BIDANG 
PEMERINTAHAN DAERAHI 

KABUPATEN 

FEMERIKSA BIDANG 
PERHUBUNGAN, 

PARIWISATA, PERTANIAN 
&BAPPEDA 

PEMERIKSA BIDANG 
PENDIDIKAN, KESEHATAN & 

IPTEK 

PEMERIKSA BIDANG SOSIAL 
NAKERTRANS, INFOKOM & 
PERUMAHAN MASYARAKAT 

f 
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PEMERIKSA BIDANG 
PERINDAGKOP, 

PERTAMBANGAN & BUMN 
/B 

PEMERIKSA BIDANG 
PEMERINTAHAN UMUM & 

DESA I K~LURAHAN 
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K~ti?~K JABAIAN 

FUNGSIONAL 
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SEKRETARIAT 

I 

I I 
SUB BAGiN ] [ SU8 EAGIN SUB BAGIAN UMUM& PROGRAM & KEUANGAN, INFORMASI PERLENGKAPAN_] [ KEPEGAWAIAN & DOKUMENTAS 

BIDANG FISIK & PRASARANA 
SUB BIDANG 

FISIK 

SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH 

0 

BIDANG EKONOMI & SOSIAL SUDAYA 

SUB BIDANG 

EKONOMI 

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA 

BIDANG 
PENANAMAN MODAL 

SU661DANG 
KERJASAMA, PROMOS DAN 

PELAYANAN PENANAMAN MODAL 
SUB BIDANG 

PENGENDALIAN, L A N   DAN DIKLAT PEN 

BIDANG 
RENSTRA & STATISTIK 

SUB B!DANG 
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

SUB BIDANG 
STATISTIK, EVALUASI & PELAPORAN 

s 
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SUB BAGiN ] [ SB EAGIN SUB BAGIAN I 

UMUM& .PROGRAM & KEUANGAN, INFORMASI I PERLENGKAPAN_] [KEPEGAWAIAN & DOKUMENTASL 

K~Li?~K JBA IAN 
FUNGSIONAL 

I I l 

.. 
: 

l 

BIDANG 
FISIK & PRASARANA 

BIDANG 
EKONOMI & SOSIAL SUDAYA 

BIDANG 
PENANAMAN MODAL 

BIDANG 
RENSTRA & STATISTIK 

·.O 

SUB BIDANG 
FISIK 

SUB BIDANG 
EKONOMI 

SUB SIDANG 
KERJASAMA, PROMOSI DAN 

PELAYANAN PENANAMAN 
MODAL 

SUB B!DANG 
SISTEM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

SUB BIDANG 
PRASARANA WILAYAH 

SUB BIDANG 
SOSIAL BUDAYA 

SUB BIDANG 
PENGENDALIAN, LAN 

DAN DIKLAT PEN 

SUB BIDANG 
STATISTIK, EVALUASI & 

PELAPORAN 
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MUTASL & PENGEMBANGAN 

SU BIDANG 
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UPTD 

//s." 
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BIDANG 
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